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TELAAH SANKSI PIDANA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT

Oleh: Yeni Widowatv

Dosen Fakultas Hukum LJMY

Abstract

Punishment problem in ciminal law is related to citninal philosophy. This
relationship can be seen from trla sides, there ts philosophy that focusino on
why he gives punjshnent. fhe othet side is law master and the master of
penology, which focusing on whether the punishme,l succeedE efficient, avoid
or rehabilitate. About effrciency, it only can be explained from the puryose that
being the focus of philosophy. So thal mast of law will be use the
atgumentalions frcfi many philosophy ideology, as hypothetic of empiic
research about punishfient, also can be use in judging the punishment.

K

I. PENDAHULUAN
'Pengaruh modernisasj mengharuskan kita untuk melihat segala

sesuatu secara rasional dan mendasar, guna mencapai hal-hal yang
dicita-citakan sebaik-baiknya. Demikian pula dalam usaha untuk
mencapai elaborasi dari sistem hukum pidana agar supaya tidak menjadi
ancaman, maka penyelenggara hukum pidana harus juga
memperhitungkan kenyataan-kenyataan kemanusiaan dan sosial serta
mencoba untuk membuat persyaratan-persyaratan yang sedapat
mungkin jelas dan efisien.1 Pada masa silam apa yang dinamakan
pemidanaan (sentencing) dianggap sebagai persoalan yang sepele
(simple mafter). Hal ini disebabkan karena pertama jenis pidana yang
dapat dipilih sangat terbatas dan kedua tujuan pemidanaan sendiri
mempunyai cakrawala yang sangat sempit. Pada alasan yang pertama
dipandang menguntungkan karena stelsel pidana yang terdapat dalam
Pasal 10 KUHP jenisnya sangat terbatas, sehingga menguntungkan iika
jumlah pidananya sedikit sehingga mudah membandingkan satu sama
lain.

Selanjutnya pada cakrawala yang sempit daripada tujuan
pemidanaan, tujuan utamanya adalah menerapkan pidana pada proporsi
yang didasarkan pada informasj yang sangat terbatas yang menyangkut

I Muladidan Paulus Hadjslp?pta. Reodenlasi WNasarTehadap Danpak Penidanaan, dalan
Saliipto Ranardjo. Hukum Oalan Pelspe&ifsos/a, Almni, Ba.dung. 1981, hall23.
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kttnabtttLas st oelaku llndak pldana: l\,'lasaiah pldana dan pemidanaan di

daLm selarai', umat tnanusia selalu mengalami perubahan yang

Jit"t rt"n '"""u"i dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri

Perkembangan perumusan sanksi (pidana) di beberapa negaJa-terutama

di Eropa Birat sudah lebih maiu dibandingkan dengan KUHP.Dalam

iangka mengelar ketinggalan hukum pidana dari perkembangan

tet<n'otogi caiggitl, maka terjadi perubahan hukum pidana terutama

"ier."r 
".rnt"ii"yu dengan pesatnya Hukum pidana adalah hukum

i.nt"no oun,u,rtr"n sa-nksi penegakan norma'nofrna (aturan-aturan\

otet, riat-alai kekuasaa, (negara) yang ditulukan untuk 'nelawan dan

membera'ltas penlaku yang mengancam kebe'la(uan norma tersebul

r"tir,r i"rprr, ailini aibarioinit<an a;ngan uidang-bidang hukum Iainnya 3

Umumnya sanksi itu muncul dalam bentuk pemidanaan'

pengenaan secaaa sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa

vrni o"*unung kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan

irrtim lrunqtin-iuga bahwa inslansr kekuasaan yang berwenang' hakim

oia"n" tioati se("iar menjatuhkan sanksi. Namun juga menJatuhkan

luatu tindakan lmaalregei untuk pelanggaran norma yang dilakukan

karena salah dan kadangkala juga karena kelalaian' Sedang yang d(uJU

aOatah metinaungl masylrakat ierhadap ancaman bahaya in. concrelo

irau yang mungkin muntul di masa depan sebagai dampak pelanggaran

norma tersebut atau yang bersumber dari sl pelal(u'

Persoalan sanksi dalam hukum pidana berkaitan erat dengan

oemikrran filsafat pemidanaan. Keterkaltan itu dapat dilihat dari dua sisi

irii, J"ii ri.i piki;an filsafat dan dari sisi pikiran hukum' Pada satu sisi'

oara ah[ filsafat memusatkan dlri pada persoalan mengapa l(lta

memrdana. Sedangkan pada sisi lain para ahll hukum dan ahli penolog.y

mengonsentrasika; diri pada persoalan apakah pemidanaan berhasll

efrsiel. mencegah atau merehabilitasi. Persoalan efisiensi yang menjadl

Derhatian ahli hukum hanya dapat dijawab dari sudut tujuan yang

meniadr oerhatian ahli fllsafat Tujuan pada gilirannya menunjukKan

suatl pendirian sikap terhadap bidang moral berkenaan dengan keadilan

dan ketidakadilan dalam pemidanaan individu tertentu atas perbuatan

t"rt"nt, O"n dengan caia tertentu. Dengan demikian argumentasi-

argumentasi yang-dirumuskan dalam berbagai aliran filsafat,. niscaya

daoat diqunakan oleh para ahli hukum sebagat hipotesis riset emplfls

lentanq 
-pemidanaan 

serta bermanfaat dalam penetapan suatu sanksl

lnuturi eiaanal.u Daiam fllsafat, pengkajian tentang sanksi pemidanaan

'.i," n"..arr Hukur' PtutaDa,GanediaPtsiaka Utama Jakarla,2003 hal6

';'dohh.r Celber and Pan.Lk O lM! Alanv II' Phitosaahv al Puntshncnl' da ar
usnr"n"oj'i Srs'eF Sdrle Ddtco H\"rh Ptdala to, Da';at Da$tP r'a\\ svsten da4

lnptementasioya, Raia qafindo Persada Jakana,2003 hal 83

118 Jurnal Hukun, vol xrtl, Edisi Khl'1ts Tahun 2407



berkaitan dengan penilaian, untuk itu, akan diuraikan sanksi pemidanaan
dalam perspektif aksiologi, karena dalam filsafat aksiologi membahas
tentang manfaat dan tujuan dari objek yang dibahas serta kaitannya
dengan moral. Sanksi pemidanaan merupakan bagian dari persoalan
hukum pidana. Oleh sebab itu pembahasan sanksi pemidanaan harus
dlkajj pula dalam perspektif filsafat hukum, karena filsafat hukum
merupakan bagian filsafat yang mengkaji hukum sebagai objeknya.
Sedangkan sanksi pemidanaan masuk dalam ruang lingkup kajian
filsafat yang membahas masalah hubungan hukum dengan nilai-nilai
sosial, apa sebabnya negara berhak menghukum seorang, dan apa
sebab orang menaati hukum

ll. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut: bagaimana telaah filsafat terhadap
sanksi pidana?

III. PEMBAHASAN

A. Hubungan Filsafat llmu dan Filsafat Hukum

Perbincangan mengenai filsafal ilmu baru mulai merebak di-
awal abad ke-duapuluh, namun Francis Bacon dengan metode induksi
yang djtampilkannya pada abad kesembilan belas dapat dikatakan
sebagai peletak dasar filsafat ilmu dalam khasanah bidang filsafat
secara umum. Sebagian ahli filsafat berpandangan bahwa perhatian
yang besar terhadap peran dan fungsi filsafat ilmu mulai mengedepan
tatkala ilmu pengetahuan dan teknologi (lptek) mengalami kemajuan
yang sangat pesat. Filsafat ilmu sebagaimana dengan bidang-bidang
ilmu yang lain, juga memiliki obyek material dan formal obyek material
atau pokok bahasan filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan itu sendiri,
yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan
metode ilmiah tertentu sehingga dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya secara umum.

Di sini terlihat jelas perbedaan yang hakiki antara pengetahuan
dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu lebih bersifat umum dan
didasarkan atas pengetahuan sehari-hari, sedangkan ilmu
pengetahuan adalah pengetahuan yang bersifat khusus dengan ciri-ciri;
sistematis, metode ilmiah tertentu serta dapat diu.,i kebenarannya.
Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat (esers, ilmu pengetahuan,
artinya filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem-problem
mendasar ilmu pengetahuan, seperti: apa hakikat ilmu itu
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sesungguhnya? bagain'ana cara me'nperoleh kebenaran llmiah? Apa

tungsi ilmu pengetahuan itu bagi manusra -

Filsafat ilmu dapat dibedakan meniadi dua, yaitu:. peftama

filsafat il;u dalam arti luas, yaitu menampung permasalahan yang

H;;:";il ulto"sri irrb*bi" ke luar da;i k;siatan ilmiah' 
-seperti;;;il'k;;i;;l;;sli;etarisik ;ari c ra dunia v""s TTlhl lTlil:.11Ylvelenooara ilmu: konsekuensisusila yang menladi Pegangan Per.

p.rgrri,b;i,k G"ya,;"gi]r,; ilmu,- aan 
""q9s,"iry:.^,^.ul:l;;;;;"ii;; gam6aran--sinstat tentans 

. 
penserlian ll:9j"1 ,5:

lir""st:um'1,s"' ;.aan telaa-h vang teriakup dalam fllsafat ilmu'

Ketiganya adalah sebagai berikut:

1. Filsafat ilmu adalah suatu telaah kritis terhadap metode yang
jiornak"n oleh llmu tertentu. terhadap lambang-lambang yang

Jiirnutan o"n terhadap struktur penataran tentang sistem

lambang Yang drgunakan

2- Filsafat ilmu adalah upaya untuk mencari kejelasan mengenal
--0"i"r-0"""r 

Lon""p, sangka wacana, dan postulat mengenai.ilmu

serta uoava untu'k membuka tabir dasar-dasar keemplnsan'

l"r"iirii"" dan kepragmatisan' Aspek filsafal ini erat

hubungannya dengan hal ihwat yang d]oqrs gln e?istem:lg:,
Laai oiran iilsafat rlmu disini berganda' Pada sisi pertama' lrlsalal

;il;";;"k; analrsis kritrs teihadap anggapan dasar sepertr

kuantitas, kualitas, waklu. ruang dan hukum' Pada slsl yang laln

iitsatat itmu mencakup studi mengenai keyakinan tertentu' seperti

keyakinan mengani dunia "sana". keyakinan mengenai kenalaran

proses alami.

3. Frlsafat ilmu adalah studi gabungan yang terdiri atas beberapa

studi yang beraneka macam yang dituiukan untuk menetaphan

batas yang tegas mengenai ilmu tertentu'

Berdasarkan tiga medan telaah filsafat yang telah diuraikan'

dalam fllsafat terdapat tiga landasan pendekatan filsafat' yaitu:

a. Metafisika/Ontologis, Metafisika adalah filsafat pertama dan- ."irr"f.r" tidang-fitsafat paling utama Metafisika adalah cabang

nil1iJi rl"" r"io"r,as p..so1lan tentang keberadaan (berng)

atau ekiist;nsi (exislence) Archi J' Bahm mengatakan bahwa

metafislka merupakan suatu penyelidikan pada masalah

keberadaan Dlslni orang berupaya menemuk9n .balw:
keberadaan itu memiliki sesuatu yang 'kodrati" yakni karaktenstrk

urnum, setringga metaflsika menjadi suatu penyelidlkan ke aral:

'R,7) MLsiansv dalV<ndtMb"- l,l\dtat l-n' PLsd_'Peala'Yosvalaia--2006'\'a1,.45
'Beertrlo o.r b""qanra, Fr.i"turllnu cPldta.'1. Trarawacr€ YoqvaLrna reo' aar "o
'iii""i 

^"*,", a.i-:gqi r+"ra,t'," rhrP sendrrnJ P'ers senara's hd 1' 18
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kodrat eksistensi.e lstilah metafisika berasal dari kata yunani meta
physika yang dapat diartikan sesuatu yang ada di balik atau di
belakang benda-benda ftsik. Christian Wolff mengklasiiikasikan
metafisika sebagai berikut: 1. Metafisika umum (ontologi),
membicarakan tentang hat "Ada" (being) 2. Metafisika khusus.
terdrn dari' PsAalagt. yang membtcarakan tenlang hakikat
manusia; Kosmologi membicarakan tentang hakikat atau asalusul
alam semesta; dan Theologi, membicarakan tentang hakikat
keberadaan Tuhan.r0 Pendekatan metafisis membicarakin hakikat
apa yang dikaji ilmu pengetahuan. Berusaha menjawab apa obyek
yang ditelaah ilmu? Bagaimana wujud yang hakiki dari obtek
tersebut? Bagaimana hubungan subyek (manusia) dengan ilmu?
Dari aspek onto,ogi obyek ilmu hukum adalah hukum positif yang
berlaku di suatu negara tertentu pada waktu tertentu thukum yang
berlaku disini sekarang), yakni sistem konseptuai asas-isai
hukum, kaidah,kaidah hukum dan putusan-putusan hukum produk
kesadaran hukum dan politik hukum yang bagian_bagjan
pentingnya diposihfkan oleh pengemban kewenangan huium
dalam neoara 11

b. Epistem;logis. Epistemologi berasat dari bahasa yunanj

:episj?ne" artinya pengetahuan (knowtedge) dan ,,/ogos" artinya
teori. Dengan_demtkian epistemologi secara etimologts berarti te;ri
pengetahuan. ' Obyek maletiil epistemologi adalah pengelahuan
sedangkan obyek formalnya adalah hakikat pengetahuan.
Persoalan-persoalan penting yang dikaji dalam epiatemologi
berkisar pada masalah: asal-usul pengetahuan, peran pengalaman
dan akal dalam pengetahuan, hubungan antara pengatahuan
dengan keniscayaan, hubungan antara pengetahuan dengan
kebenaran. Semua pengetahuan hanya dikenal dan ada dalam
pikiran manusia, tanpa pikiran pengetahuan tak akan eksis.
Pendekatan epistemologi juga membicarakan cara mendapatkan
ilmu pengetahuan yang benar. Berusaha menjawab: bagajmana
p.oses terjadinya ilmu pengetahuan, sarana ilmiah, sikap ilmiah,
metode ilmiah dan kebenaran ilmiah

c. Aksiologis Axiology bercsal dajl, kata axlos yang berarti nilai atau
sesuatu yang berha.ga dan /ogos artinya akal, teori. Axiotogy,
artinya teori nilai penyetidikan mengenai kodrat, kriteria dan staius
metafisik dari nilai." Pendekatan aksiologis membicarakan nrtai

:oRizar 
Muslansyirdan MisnatMunn. Op cii, hatro

hal 2r' 
Bemad Ariet Sldhana. Reflekn lentang Sttuktut Imu Hukum,Mandar Maju, Bandung, 1999,

]l RnalMust sytdan MisiatMunir, op. cn. har. 16
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kegunaan ilmu. Berusaha menjawab: untuk apa ilmu pengetahua.
itu dipergunakan, bagaimana kaitan antara cara penggunaan
dengan kaidah moral, bagaimana penentuan obyek yang ditelaah
berdasarkan pilihan moral, bagaimana kaitan antara teknik
prosedural yang merupakan operasionalisast metode ilmiah
dengan norma-norma moral.la

Objek lilsafut yang membahas hukum adalah filsafat hukum.
Menurut Meuwissen, filsafat hukum adalah filsafat, karena ia
merenungkan semua masalah fundamental dan masalah marjinal yang
berkaitan dengan hukum.'' sebagai cabang Iilsafat, filsafat hukum tidat
saja membahas tujuan hukum, melainkan masalah hukum yang
mendasar sifatnya yang muncul dalam masyarakat yang memedukan
pemecahan.'u

Dengan dernikian, hubungan antara filsafat ilmu dengan
filsafat hukum, dapat dijelaskan bahwa filsafat hukum adalah fllsalat
tentang hukum, filsafat hukum tunduk pada sifat-sifai, cara-cara dan
tujuantujuan dari filsafat pada umumnya. Disamping itu, hukum
sebagai objek dari lllsafat hukum akan mempengaruhi filsafai hukum
Jadi antara fllsafat hukum dengan filsafat berhubungan secara timbal
balik. Filsafai hukum merupakan bagian khusus dari filsafat ilmu pada
umumnya. Berarti lllsafat hukum hanya mempelajari hukum secara
khusus, yaitu hal-hal non hukum meniaditidak relevan dalarn penelitian
fiisafat ilmu.'7

Dalam kaitannya dengan sanksi pemidanaan daiam perspektit
filsafat, sanksi pemidanaan merupakan bagian dari hukum pidana,
karena dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang tidak
dapat dipisahkan, yaitu rumusan pidana, pertanggungjawaban pidana,

dan sanksi pidana. Sanksi pidana (pemidanaan) muncul dari teori
tujuan pemidanaan dan fllsafat pemidanaan. Dengan demikian
pembahasan sanksi pemidanaan terkait erat dengan filsafat.

B, Tiniuan Singkat Terhadap Sanksi Pidana

'1. Pengertian dan JenisJenis Sanksi Pidana

Bagian yang tidak terpisahkan dalam hukum pidana adalah
masalah pemidanaan yang berupa sanksi. Sanksi dibuat sebagai

ia Jutun s Suriaslmatrki, Filsafat llnu sebuah Penganlat Populer, Pusiaka Slnar Harapan,

'" Meuwissen. Mee6se, Ientang Pengenbanan Hukun, llnu Hukum, Eon Hukun, dan Filsafal
hur ",q PelF'len.'B Ar'el Srdrrrd Fefi.a adn: -a Ba-dJng 2007 ha' I

'r.1 Za rddr At.t lrlat HuAJh Sinr, GraILa )atdna 2A06,\a-24
'' Teguir Prasetyo dai Abduihaim Barkatullah llno Hukun danFilsalat Hukun, sludi Peniknan

ANlHukutu Sepaniang zanan. Pustaka Peajar, Yogyakarta,2007 ha 12 13

142 Jundt HL&um, I:ol Xvtt. E.llsi Khusus Tahun 2007



konsekuensj dari perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat dan
yang menuRd maksud-maksud dari tata hukum harus dihindarkan.
Menurut hukum pidana, sanksi bjasanya ditetapkan hanya untuk kasus
kasus dimana akibat yang tidak dikehendaki oleh masyarakat telah
ditimbulkan oleh penjahat baik disengaja maupun tidak. Hal ini
merupakan prinsip bahwa sanksi hanya diancamkan terhadap
"penjahat' yakni orang yang karena kelalaiannya atau tindakannva
menimbulkan anibat yang membahayakan orang lain.13 Jadi daiat
dikatakan bahwa munculnya sanksi pidana itu karena merupakan suatu
pembalasan (berupa pendenlaan) yang dilaluhkan terhaJap seorang
tertenlu yang dianggap bertindak secara salah melanggar aturai
perilaku yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidina. Sanksi
pidana iersebut dimaksudkan -sebagai upaya menJaga ketenteraman
atau keamanan masyarakat.re Roeslan Saleh mengatakan bahwa
pidana adalah reaksi atas delk dan jnr beruiud SUat; neslaoa vano
sengaja dttrmpakan oleh negara pada pembuat delrk.r Se;anOka;
menurul Soedarto, pidana adalah penderitaan yang serigaia
dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yLngimemeiu'hi
syarat-syarat tertentu.2l

Dari definisi tersebut di atas maka dapat disimputkan bahwa
pidana mengandung ciri-ciri sebagai berjkut: a. iridana pada
hakikatnya 

_ 
merupakan suatu pengenaan penderjtaan atau nestapa

atau akibal-akibat lain yang tidak menyenangkan; b. pidana itu
diberikan dengan senga.ja oleh orang atau bidan yang mempunyai
kekuasaan; c. pidana itu dikenakan kepada seseoran=g y"ni t"t"n
melakukan tindak pidana menurut undang-undang. 

- 
S-elaiiutnya

ditekankan oleh Hoetinagels bahwa pemberian sanisi merupakin
suatu proses pembangkitan semangat (ercouragement) dan pencelaan
(Cencure) unluk tujuan agar seseorang berorientasi atau
menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang_undang yang
berlaku " Secara lebih khusus lagr maka dapat digaribarkan-sccarf
bertahap generasi pembaha-ruan sistem sankli pidana yang
dikemukakan oleh P,J.P Tak, 23dalam makalahnya yang berjudul:- "|,I
Advancement of the Foutlh Generation of Sanctions'of Wstem Europe
(UNAFEI Re.source material No. 38) mengernukakan bahwa ada empat
generasi sistem sanksi pidana (modern) yaituj

lt Hans Ketsen teon HukM Mtht NLsamedE dan Nuansa. Bandung. 2oo6,hat 54

"-, ..1"n R":T"ll!: 
_Hrkun 

ptdaaa. clamed,a. Jata4a 2ooJ. hat 45_-B Menurui R@s/a, Sd/ehoaram Dukurya stetsetPiJana tndones.a (Atsara Batu, 1983) hukum pidana datam usah-va.";";irutu ulurlnya nd. ar. sehata i.ra dengan merlatuh\an pdana teiapiiuoa nndakan iindakan ini
tuga sa$sr rerapr tdak ada sr.t pe batasan

'" xoeslan sateh. sre/se,pdaoa /dorcsia, Aksara Baru Jakarla 1983, har 19

.- ' Muladi dan Barda Navail Aret Teol tpdi cj*t Kebij.Ban pid a, aw Bandung, 199a.tul
12.
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1) Generasi pedama sistem sanksi atau p:dana dirrana pidana

" ;;;;#"; k;;;;dekaan (penlara) merupakan pidana utama untur

L"""JJ, orJ""" *ati. prdina irksa badan prdana kerja paksa ln'

il;ri'"H; t:;t. d;lam KUHP nesara-nesara Eropa Barat

;di;;;.;;fi;;;; kemerdekaan (penjara) ini dipandans bukan

saia lebih berperikemanusiaan dan rasional' tetapi juga untuk

."Jill"uiiil", ili p",orit"n kepada pelanssar' Sisa pidana m.ati

;"#;;;; p,.-o"nJ p"nt"" masih ada dr beberapa negara sepertr

Beloia. lrlandia, Yunanl oan lurki tetapl telah lama dihapus di

Eili]?a' i"ei?lir"d"il,na razo Norwesia '1e65' spanvor 1e78 dan

Prancis.

2). Generasi kecua, srstem- sanksi 
ijt8::",t"3:,:futff"T: 

j:Tfi:
populernya Pidana Penlara ol E(
!"li.l p,'orri" perampasan kemerdekaan (pen1ara) be'beda-beda-di

;;;s;t;;r; Beianda mengenal dua jenis.pidana p"r:1y:-:1:

r"."io"l""i yatlLr pidana penjara dan pldana kurungan yang lenlu

i:;:;;;;;"6;,i;"io,ri.n kuHp tnd retapi daram RUU-KUHP

tidak ada pidana kurungan, yang disamping pid€na penjara ialah

pidana tutupan yang disediakan bag' penlahat pollllK

3). Generasi ketiga, yaitu usaha mengefekt kan pidana denda
"' .-'i""., .""1* -p,iana 

aenaa dalam KUHP Belanda yang semula

Jr?i"""r" iiuuF yaitr'r ditentukan maksimumnya secara khusus

#;;,'; l"ril .lt'"i deng'n kadar seriusnva' sedanglan

mintmumnva dltent.lkan secara umum (sama unluk semua delik)

il;k'"di:f;i;;";;ap"n .unrt"i denda bersama densa-n pidana

oui]arul i"t"pi't"*udian Belanda mengubahnya ada delik terten-tu

ilJ;;v; v;;g menimbulkan kerugian materiil v"L9 li,,n*Sll:::
oenoenian ienda belsama pidana penlara' r:erarrud

X,".lliriri-iil,rr',i iltum a"noa beriasarkan katesori' K3tesori I

sampai dengan VI

4l Generasi keempat, slsiem sanksr pidana mLrncul kehka pidana

yang dilunda dan denda mulal dirasakan juga kurang llKa orterdprd''

l!"ira rra., karena akan mengurangi kredibilitasnya' Alternatrl larn

;:; ;ft";;;;p;;n kemeriekaa-n mutai ditemukan vaitu sanksr-

II"l'ri-rrt"t'nrut. Yang dimaksud sanksi alternalif rtu ialah pidana

kend sosial, prdana pengawasan (conlro^ dan perhatian kepada

i.'i-" -1."i-rit 
" muiar ieningkat oleh pelanggar sebagar sanKsl

,11616atif.7i Dalam konferensr internasional mengenal prcvenrlul Ui

#iri")rd iJii,",i or otenaer ke vll dikeluarkan resolusi untuk

;;;;";;;gi populasi pidana penjara' Alternaiif piciana penjara dan

' r^loP ,dlno te iat_ -'t' ' -a"a\d D"EntIa'reoPdt'Jod'''tbt)'d''gIFrlc g

u,r",i."..d"- r-,i"'w-"," h 'ur.sa'or"n L'ooi |'nBaou-o'/o 14N' " ri-

2006 hal 3-5
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integrasi sosial narapidana. Menurut p.J.p Tak, ada tiga altematif
yang sesuai dengan resolusi itu, yaitu: a. Kontrak untuk
pembinaan (contract treatment) b. Pencabutan dan larangan
mengenar hak-hak dan En Oeprivalrcn and inletdrcts concerning
oghls ot hcences) c KerJa sosral lcommunty seNice)25 Beberapi
jenis sanksi yang direkomendasikan oleh pBB tersebut, sudah ada
beberapa negara menerapkannya. Misalnya: kontrak untuk
pembinaan sudah diterapkan di Swedia yang mulai berlaku sejak I
Januari 1988, pencabutan dan larangan hak rin sudah dite.apkan di
Prancis dan pidana kerja sosial lndonesia sudah mencantumkan
dalam RUU KUHP_ Hukum pidana lndonesia mengatur mengenai
jenis-jenis sanksi pidananya d,atur dalam pasal 10 KUHP rang
membagi sanksi pidana dalam pidana pokok dan pidana tambahan.
('l) Sanksi pidana pokok terdiri dari: a. Mati; b. penjara ; c.
Kurungan; d. Denda; dan e. Tutupan. (2) pidana tambahan terdiri
dati: a. Pencabutan hak-hak tertentu; b. perampasan barang_
barang tertentu, dan c_ Pengumuman putusan hakim.

Pidana mati walau ada yang tidak menyetujui tetapj tetap
dipertahankan dalam konsep KUHp kita. Bahkan untuk delik-delik
khusus cenderung dihidupkan seperti dalam undang-undang korupsi
yang tadinya tidak ada menjadi ada. Demikjan pula dalam undang_
undang narkotika. Di beberapa negara sanksi pidana mati ini sudah
dicabut misalnya di Belanda dan AS. pidana penjara terdiri dari
penjara seumur hidup dan sementara waktu. penjara sementara
waktu ini minimal satu hari dan maksimal .15 tahun. Dapat dinaikkan
menjadi 20 tahun jika ditemukan unsur-unsur yang memberatkan
seperti pengulangan dan perbarengan. Di antara jenis-jenis sanksi
tersebut, pidana penjara paling sering dratuhkan pada pelaku tindak
pidana.

2, Tuiuan Pemidanaan

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan
suatu sanlisi. Keberadaannya akait memberikan arah dan
pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam
suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma.
Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan iuga
iahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Apa yang meniaditujuan
pemidanaan tidak lepas dari tujuan hukum pada umumnya yajtu
tercapainya kesejahteraan masyarakat materiil dan spirituiil, dan
perbuatan yang tidak .dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan
kerugran masyarakat.'"

_ 
I Nanda Asung Dewarlara xenanpuan Hukun tur a Oatah Menanggutahgi rtr,ahaaF

Keiahatan Baru Yaag Bedenbatry Dalam Masyarakat _ Lttedy, yogyahana. 1990. h-J. I 1
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'I iriran oemidanaan selalu menjadi perdebatan para ahli hukt'rii

",a""" i"; waktu ke waktu' Tujuan pemidanaan umumnya

i'nrlrnotrn dengan dua pandangan hesar vaitu relnbultvtsm aan

i;iii;;;;,; 6),i r",r, irutri". na;pun utititat tan'm menjadi panskal

i,ii"u'irir. r*"""trkan tujuan-tujuan pengenaan pidana' Mengingat

Umumnva tuiuan pemidanaan tidak dirumuskan dalam undang-unoang

lil.'"1-'"lr^riiJ,"enveuutnva "teori"'" Menurut Karl o' christiansen'

-ri.L."Ii"" teori tersebui mempunyai tujuan pemidanaan yang

t"rt"ia ureni mempunyai karaKeristik sendiri-sendlfl '"

(11 Teoi retibution mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a. Tuiuan pidana semata-mata untuk pembalasan

b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak

mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk

kesejahteraan masYarakat'

c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana

d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelanggar'

e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang
- 

rnrini o"n tulu"nnya tidak untuk memperbaiki' mendidik atau

memasyarakatkan kembali si pelanggar.

(2) Teon utititarian mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention)

b Pencegahan bukan luiuan akhir tetapi h"ny1 :9baSqi,:?11!:
untuk m;ncapaitujuan yang lebih tinggi yaltu untuk keselahteraan

masyarakat

c Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum

droersjlahkan lepada si pelaku saja (misal karena

crlpul yrng .e.enuhi syarat untuk adanya pidana'

d. Pidana harus diletapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat

untuk Pencegahan kejahatan;

e. pidana melihat ke muka {iorward looking), pidana dapal

mengandung unsur pencelaan, tetapi baik .**' q9:-":1fl
.iriun uniw pembalasan tidah dapat diterima apabrla. tEaK

."niUrntu pencegahan kejahatan untuk kepentrngan

kesejahteraan masyarakat.

Pada intinya adalah bahwa dalam teori retribusi tuiuan pemidanaan itu

,ntrf, p"#o"ir*n sedangkan rnenurut teori utilita an (kemanfaatan)

I .^,,u* n- ,*, 
^r,*-"ld 

pd ' P .a'dha. V??L.L 
^ePa 

tr 1 r d" Penaroqu'1la ' db -

,,"-"- t t,i" x"'r""* P,eFed" V'o a -ar and 2000 hal 
'28u ML;dr da r B.rdr \2wrwr Anel QD or ha' '7

yang dapat
sengaja atau
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tujuan pidana untuk pencegahan utamanya adalah mencegah pembuat
mengulangi perbuatan lagi dan masyarakat melakukan tindak pidana
tersebut. Dua teo.i legendaris yang melahirkan tujuan pemidanaan
tersebut dl atas, dalam banyak hal oleh para ahli dijadikan pijakan-
pijakan dalam merumuskan tujuan pemidanaan yang lainnya. Memang
perumLrsannya tidak langsung dikaitkan dengan dua teori tersebut
terutama ieori pembalasan. Umumnya dihindari unluk menentukan
bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk pembalasan. Tujuan
pembalasan dibedakan menjadi dua yaitu pembalasan secara metaflsis
dan pembalasan secara empiris. Pembalasan secara metafisis
mengemukakan bahwa dengan dilakukannya delik terdakwa mendapat
keuntungan yang tidak semestinya, yang dari sudut keadilan harus
dirampas kembali dari dia melalui jalan pemidanaan. Pembalasan
secara empiris sepenuhnya bergantung kepada kebutuhan-
Pembalasan ditentukan menurut kenyataan dan kepada keguncangan
yang senyatanya ada yang ditimbulkan oleh delik pada korban serta
masyarakat.2s KUHP kita tidak memberikan rincian atau pe.nbatasan
apa tujuan pengenaan pidana. Namun dalam Rancangan Undang-
Undang (RUU) KUHP Nasional telah dicantumkan apa tujuan
pemidanaan tersebut:

('1)Tujuan Pemidanaan menurut RUU-KUHP Tahun 2005 diatur Pasal
54 ayat ('1) yang menentukan bahwa:

a) irencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan
norma hukum demi pengayoman masyarakat;

b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan
sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai
dalam masyarakat;

d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;dan

e) Memaafkanterpidana.

(2)Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan
merendahkan martabat manusia. irenurut ketentuan Pasal 55
dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

a. Kesalahan pembuat tindak. pidana;

b. nlotif dan tujuan melakukan tindak pidanai

c. Sikap batin pembuat tindak pidana;

d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;

- CharurHuda Op cit, hal137
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e

f.

o

Cara melakukan tindak Pidana;

Sikap dao tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;

Rilvayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pernbuat tindak

pidanai

Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;

Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;

Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya' dan/atau

Pandangan masyarakat te.hadap tindak pidana yang' dilakukan'

rr Trm Dosen Filsafal llmu UGII Filsalal 
'I/mu, 

Liberly Yogyakarla ' 1 996 hal 1 1 _1 2

" Mrladidao Bada Nawa$ Arief, Op C[, hal 5

h.

i.

j.

k

3. Punishment dan Treatment

Dalam bedragai literatur hukum pidana antara filsafa! 9:Ild-":111
Oa" Lo'i pemroaiaan sering dirancukan dengan satu pengenlan yang

Ir.r'p"'4" i,J ;i;, dice;ati karakteristik persoalan frlsafat'-akan

Maru oursit"t sangat umum yang berkaitan dengan asumsr nllar-nllar

i"""i", trri.p"l Jrrtrf dan tidakhenyangkut faKa' Dengan kata larn

in;i";;;; #sr;skut-paut dengan nilai-nilar dan bersifat kritis serta

iffi;k;ii'v;"s m"emunculkan persoalan baru'o Permasalahan

.."""i"""" i"ni"i selalu lerkait dengan tujuan pemidanaan'. demikian

;il;,i;ffi ;;""hpan sanksi da-lam hukum pidana lidak,terlepas

l"ng"n irlran yang ingin dicapai oleh kebiiakan kiiminal secara

i.lEilrn"i, oiam- nut<um pidana dikenal adanya sanksi pidan-a
'i 

"f)rrl"r,f 
Oan sant<si lindakan (treatment) Di tingkat praktrs'

5#;#; ;"ir;; 
"-Jnt 

ii pioun' dan sanksi tindakan serins asak

i].iii'"rrr"-0, t,"gk,t'io" dasar keduanya memiliki perbedaan

i,i",irti""i"i- rvri*rui Alf Ro"t tidak dapat dipandang sebagai

;;;;#;;" a6ii;: '1. rindakan-tindakan vans bertuiuan pendedtaan

t5i"pi tiJ"* mJrupakan pernyataan nencelaan; 2' Tindakan-trndaKan

"nd mFrrrn'kan oernvataan pencelaan tetapi tidak dimaksudkan untuk

;";:;;; nenrlelitaan: 3. Tindakan{indakan yang disamprng uoaK

air"i"uJr"" untuk mengenakan penderitaan juga merupahan

;;;;;; ;;;;r,,.ii sltaniutnva menurut Alr Ross' perbedaan

:;ilL';;;";;;;;n t,"at'eht tidak ddasarkan pada ada tidaknva

rlnsu. oenderitaan tetapi harus didasarkan pada ada tidaknya unsur

iliLr5""l-ftl]""r*i-Herbert L Packer tujuan utama dai "lrealment"

adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperDalKr o^r-arrg

yang bersangkutan fokusnya bukan pada perbualannya yarrg tErdrr

i,u'",,,', ,,n., akan datana, tetapi pada tujuan untuk memberlKan

;;"*;r; k"epadanya Ja-o' pembenaran liea'ment adalah pada

pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin
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menjadi lebih baik Tujuan utama adalah untuk meningkatkan
kesejahteraannya. Punishment menurul Herbe.t L Packer
pembenarannya didasarkan pada dua tujuan yaitu untuk mencegah
terjadinya kejahatan dan untuk mengenakan penderitaan atau
pembalasan. Secara tradisionil perbedaan antara pidana dan tindakan
rnenurut Sudarto dikatakan bahwa sanksi pidana adalah untuk
pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat, sedang
tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pemidanaan
atau perawatan si pembuat. 32

C, Sanksi Pidana Dalarn Perspektif Fitsafat

Pada satu sisi, para ahli filsafat memusatkan diri pada persoalan
mengapa kita memidana. Sedangkan pada sisa lain, para ahli hukum
dan All penolcgy mengonsentrasjkan diri pada persoalan apakah
pemidanaan berhasil, efisien, mencegah atau merehabilitasi. persoalan
efisiensi yang menjadi perhatian ahli hukum hanya dapat djjawab dari
sudut tujuan yang menjadi perhatian ahli filsafat. Tujuan pada gilirannya
menunjukkan suatu pendirian sikap terhadap bidang moral berkenaan
dengan keadilan dan ketidakadtlan dalam pemidanaan individu tertentu
atas perbuatan tertentu dan dengan cara tertentu.

Dengan demikian, argumentasi-argumentasi yang dirumuskan
dalam berbagai aliran filsafat, niscaya dapat digunakan oleh para ahli
hukum sebagai hipotesis riset empiris tentang pemidanaan, serta
bermanfaat dalam penetapan suatu sanksi (hukum pidana) diperintah
oleh undang-undang tersebut. Jika melanggar larangan undang-
undang maka akan dikenakan sanksi pidana. Melihat penielasan
tersebut di atas, maka dalam penulisan ini dititikberatkan pada aspek
aksaologisnya karena penulis akan mengaitkan hubungan sanksi pidana
dan aspek moral. Dalam sejarahnya, ilmu hukum merupakan anak
cabang ilmu filsafat yang merupakan induk ilmu pengetahuan.
Pemikiran hukum lebih banyak berkaitan dengan persoalan tata nilai
dan filosofis, hal ini menunjukkan dalamnya pemikiran-pemikiran
filsafati dalam hukum. Seperti persoalan keadilan 0nslice) yang
merupakan nilai sentral dalam hukum, sesungguhnya merupakan
pemikiran-pemikiran yang mendalam sejak Aristoteles. Dengan
demikian, belajar ilmu hukum berarti juga harus mempelajari filsafat
karena sumber ilmu pemikiran hukum berasal dari filsafat_33

Hukum mempunyai dimensi nilai. Nilai adalah jde atau gagasan
ienteng sesualu yang bersifat abstrak. Nilai bjsa berasal dari filsafat
tertentu atau da!.i suatu pandangan hidup. Nilaj bjsa berupa kebaikan,

r Tommy Harahap Pedembangan ttmu hukum ditndonesia datam perspe,<tif Fitsafat ttmu, datam
M Sholehuddii, Op cit har83
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kebenaran dan kebagusan atau kebalikannya yakni keburukan'

kesalahan, dan kejelekan.s

Dalam hukum nilai mempunyai sifat sebagai keharusan dan

kebotehan. Kebolehan merupakan jalan tengah antara keharusan dan

t""a""" fa* sol/e, dan das se/r). Nilai keharusan dan kebolehan

rn.-oakan Derwuiudan dari nttai kebaikan Sedangkan keharusan

i.nornarno oeriniah dan sanksi sebab nilal keharusan berhubungan

a.no""n Xet-rjs""n. Nllai-nilal hukum terkandung dan termuat.dalam

kaid;h-kaidah. Nilai-nilai ini menjadi obyek kajian frlsafat hukum'*

Hukum mempunyai dimensi kaidah Kaidah berisi nilai-nilai

tertentu. Kaidah merupalian pedoman atau petunjuk dalam berperilaku'

kaiaan memOeri tanda bagaimana dan kemana kita harus be'buat-

iiriJ"n ui"" berwuiud tertulas, tidak tertulis dan tercatat Kaidah tertulis

merupakan pranata hukum yang sengala disusun' terorganisasikan dan

dikartian dengan lembaga-lembaga hukum tertentu, dikuatkan dan

dileoitimasika; denqan kekuasaan tertentu. Kaidah tidak tertulis

tum"buh dalam kebiaiaan dan pembiasaan dalam perilaku masyarakat'

d"a"ngt"n kaidah tercatat merupakan rekaman dari kaidah tidak

t"rtutis"yang rnasin aKual atau yang sudah menyejarah Kaidah tercatat

f,"ir" 
"'ro"-f] 

mendapat validitas secara ilmiah. Hukum adalah perintah

penguasaan negara.

Hakikat hukum menurut John Austin terletak pada unsur

oerintah iukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan

iJutuo Karena itu, pihak penguasalah yang menentukan apa yang

dioeroolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kekuasaan daripenguasa

irnat memuerlaku[an 
-hukum 

dengan cara menakuti dan mengarahkan

u"it"n ix, oranq lain ke arah yang diinginkan' John Austin, pada

mu]anva. membedakan hukum dalam dua ienis, yaitu hukum. dari

iutrin'untut manusia dan hukum yang dibuat oleh manusia dapat

dibedakan dengan hukum yang sebenamya dan hukum yang.troax

sebenarnya. Hukum yang sebenarnya inilah yang 
.disebut 

sebag-al

hukum positif yang meliputi hukum yang dibuat oleh P9lgu3sa 
d.al

hukum vanq disusun oleh manusia secara lndlvldual UnIUK

.ui"r,"r"frr,r"n hak-hak yang drberikan kepadanya' Hukum yang.tidak

""Uunrry, 
adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa sehingga

tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum Hukum yang sebenarnya

,"*iiiti "rp"r 
unsur yartu peti;lah {comfiand), sanlsi (sanctiorl)'

kewajiban (duly) dan kedaulatan (soveign/y)''"

I Sug yanlo Damadi, Kedldukan nu Hlkun dalan llnu da4 F'safai t/andar maju' gaiduirg

1998,ha1 3

" iifiioamoalraro uan sldhana. Pakak'Pakak Ftsatzt Hukum Pr' Gra'nedra Plsiaka Utama'

Jakarla.1993. hal 98.
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- Menurut Sholahuddin filsafat pemidanaan mempunyai duafungsi:

1. Fungsi Fundamental. yaitu sebagat landasan dan asas normatd atauraroan yanq memberkan oednman. krilena atau paradqma
terhadap masalah pidana dan pemtdanaan. Fungst ini secara to#ra-idan intrinsrk bersjfat primer dan rerkandung Oi oa"rn 

""iirp "]"i""sistem filsafat. Maksudnya. sehap asas yang ditetapkan 
,se6aoai

pnnsrp maupun.kaidah itutah yang diakur'seblgai t"tun"r."n-"f,,
norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan OariOiaptit<asttan. 

-'--
2 Fungsi teori, dalam hal ini sebagar metapemtdanaan berfungsi sebagai teorl

metatarbelakangi setrap teori pemidanaan.

Berdasarkan ke dua f nqsi di atas dalam prosesimplementasinya. penetapan sanksi pioana oan tindakan merupakanaktivitas program tegistasi dan/atau vrO,t"" rntr['il"";;#i:;
keabsahan mejalui penerapan hukum Secara 

"L.r"ii" 
-nrlrrq";

antara filsafat pemidanaan, teori oemi
oapar air<emui<Jr<an i;;;i"n"""n dffiil:?1iin 

dan penetapan sanksi

teori. Maksudnya filsafat

"7yang 
mendasari dan

Bagan: Keterkaitan Filsafat, Teori pemidanaan Dan
Penetapan Sanksi Dalam Hukum pidana33

Filsafat Pemidanaan

11"_,?:""r 
pemidanaan: Menjemihkan pemahaman tentang hakikatpemrdanaan 
. 
sebagai: - langgung jawab subyek nulum "tertralai

perbuatan pidana - otoritas publik kepada negara OerOasartan 
"f;ffir;untuk melakukan pemidanaan

Teori Pemidanaan

Proses Keilmuan Mengorganisasi, menjelaskan, memprediksi tuiuanpemrdanaan bagi negara, masyarakal dan su'byek terpidana

Proses Implementasi: - Aktivitas program legislasi, menormatiftan jenis
dan bentuk sanksi, - Sebagai lanjasan kea6sahan pun"g"k"n-tnii;
melalui penerapan sanksr

Penetapan Sanksi

r7 M Shotehuddrn S)sten Sanksi Datan Hukhp'.g:;r'i",vl. 
^irl 

ili.il ;"';liir:ffifl i'.1?'Ptdaa 
tde Dasd Doubto tack svslem 

'En
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Dari bagdn te.sebJi di aias. dapat drsimpLrlkdn b'hi a ada t"l:ili:t::
vano sanoaierat antara fllsafal dan leoa tujuan pemidanaan karena banyaK

ir1"it"t -v"ng 
drangkat dalam perdebatan filsafat juga diangkat dalam

..ia"O"t"'n i-entang- pemidanaan (penology) Pengangkatan mas-alah-

[r"a"f"r, p..ia"n"in ke dalam suatu perdebatan oleh para filosof dan

,.-roloov Oertuiuan untuk mengusahakan jawaban definisional tentang

IJ.iarli""n o"it ,unemr.rkan jawaban moral yang lebih berkembang dalam

menoatasi kesulitan-kesulitan dengan satu atau banyaknya lujuan

o".iUrn""n."" Namun yang perlu dlgarisbawahi dalam hal ini bahwa

iawaban moral yang dihasilkan tedebih dahulu harus drpenentangKan

t.no"n norma-noami morai atau norma-norma hukum, dimana norma-

nofii" .orrt tersebut tidak perlu dltetapkan dengan tindakan jenis apapun

agar supaya sah; karena terdapat norma_norma yang secara langsung san'

"i* i"i"l, langsung menjadikan mereka (norma-norma itu) sendiri begitu'

sebab mereka sudah diberikan dalam realitas atau alam'

Oleh karena itu, keabsahan mereka tidak lebih sewenang-wenang

daripada hukum-hukum kausal atau atam, dimana ia tidak ditentukan baik

o;n t emauan aari 
"ubyek-subyek 

yang tingkah laku diatur dengan itu atau

oleh subyek manapun yang menetapkan mereka' Persoalan sanksl dalam

nrlr. 6iO"n, berkaiian erat dengan pemikiran frlsa{at pemid.anaan-

k"t",t riLn itu dapat dilihat dari dua sis yaitu dari sisi pikiran fllsafat dan

dafl sisi pikiran hukum. Pada satu sisi, para ahli filsafat memusatkan dln

oada persoalan mengapa kita memidana. Sedangkan pada slsl Ialn' par:l

;il;;il dan ahli penology mengkonsentrasil:an diri pada persoalan

afakah pemldanaan berhasil' efisien, mencegah atau merehabililasi'

Persoalan efisiensi yang menjadi perhatian ahh hukum hanya dapat

diiawab dari sudut tuiuan yang menjadi perhahan ahli filsafat Tujuan pada

oiiirannva menuniukian suatu pendirian sikap terhadap bidang moral

6erkenian denga; keadilan dan ketidakadilan dalam pemidanaan indrvrdu

Lrtentu atas 'perbuatan tertentu dan dengan cara tertentu' Dengan

demikian argumentasi'argumentasi yang dirumuskan dalam.berbagal allran

filsafat, niscaya dapat digunakan oleh para ahli hukum sebagal hlpotesls

riset empiris t;ntang pemidanaan, serta bermanfaat dalam penetapan suatu

sanksi (hukum Prdana).ro

Dengan demikian, di atas segalanya perlu d,ikemlkakan bahwa

sementaral kebenaran dan kesalahan merupakan sifat sifat dari sebuah

oemvataan. observasl /observance, menjalankan apa yang telah ditetapkan

"irr'"p, 
y"ng berlaku. meniaati) dan non obseryasi adalah sifalsifat'

[rr."n !"n'."6'r"r, norma. tetapi darr sepenggal tingkah laku' Norma saja

tidak mengatakan sesuatu apapun lentang apakah ia dijalankan (obseNe.d)

atau tiOa"t lni hanya dapjt dilakukan jika beberapa tingkah laku
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berlangsung dalam realitas yang dapat dibandingkan denqan tinokah laku
yang ditetapkan sebagai obtigator (kewaliban) dr d;lam nor;a.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki
tujuan. Tujuan penjatuhan sanksi pidana sangat dipengaiuhi oteh filsafatyang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. Filsafatp.rldal."9.l 

. berkaitan erat dengan atasan pembenai lpembalasan,manlaalJutililies dan pembalasan yang bertujuan) adanya sjnksi pidana.
Filsafat pemrdanaan merupakan landasan ftlosotis untut< merumustan
ukuran/dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Filsafal
keaditan datam hukum pidana yang kuat pengaruhnya iO" au" ,iitu
l(eadrlan yang berbasis pada filsafat pembalasan (retibutive justice)- dan
keadilan yang berbasis pada filsafat restorasi atau pemutitran' fresioiatrVejuslice); dan KUHP menganul flsatat keadilan tebitr conoong tepioa
t etributive justice."t Restorctive justice, menempatkan nilai vano lJbih tinooi
dalam ketertibatan yang langsung dari para korban. XorUan ri'ampu uniuii
mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul
tanggung. jawab sebagai sebuah langkah . dalam mempe-rbaiki kesalaha;
yang. diseb€bkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun nilai
sosialnya. Resloratrve ./i|/stice membutuhkan usaha_usaha yang k-ooperatif
dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan seOuan ton-aisi dimana
korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka.

D. PENUTUP

Perd?sa-r,{i1 uraian datam pembahasan sebagaimana telah dijelaskan
lersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal s;bagai berikut:
a. Secara ontologis sanksi pidana merupakan pembalasan lerhadap

perbuatan yang dilakukan karena melanggar norma hukum.
Pendekatan ontologis dalam filsafat merupakan lahh satu tolak ukur
unluk menentukan ukuran penderilaan seseorang, dimana hakikat vano
melekat pada sanksi sebenarnya bertumpu pada penderitaan'dai
kesenangan.

b. S€cara epistemologi, pendekatan dalam membahas sanksi pidana
ditinju dari tujuan sanksi itu diterapkan dalam masyarakat, apakah
sanksi itu mempunyai tujuan mengatur masyarakai atau memberi
hukuman pada masyarakat.

c. Secara aksiologi, pemberian sanksi dilihat dari tataran nilai, apakah
nilai-nilai yang terkandung dalam sanksi lersebut bernilai baik atau
buruk bagi objek yang dikenai sanksitersebut.

" orijo Pniar.o, Jenis-Jenis Sahksj (pjdana) Datan Konsep Rancansan KUH| Fjaru, JuhatWawasanVol14 No 8 Joni2006 Hat q
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